SALINAN

BUPATI PASER
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN MANDAT KEWENANGAN PENGELOLAAN KATALOG

Menimbang :

Mengingat :

ELEKTRONIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b

1.

2,

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik dalam  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah, pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala
Daerah dalam pengelolaan katalog elektronik lokal dapat
dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pimpinan
tinggi pratama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pemberian Mandat Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-



Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik dalam  Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 491);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 593);



6. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MANDAT

KEWENANGAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2:
3.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Paser.

Bupati adalah Bupati Paser.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, selaku
pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai kewenangan pengelolaan
Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat
informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam
negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk
industri hijau, negara asal, harga, penyedia dan informasi lainnya terkait
barang/jasa.

Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik yang disusun dan
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MANDAT KEWENANGAN

Pasal 2
Bupati memberikan mandat kewenangan pengelolaan Katalog Elektronik
Lokal kepada Sekretaris Daerah.
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menetapkan persyaratan barang jasa dan penyedia katalog;
b. menyetujui pencantuman barang/jasa;

c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog; dan



d. melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PASER,
ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd

KATSUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 75
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